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BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN

PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI BANGKA,

bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga
kesehatan manusia sesuai dengan tujuan Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

bahwa untuk menanggapi kebutuhan masyarakat yang
semakin tinggi terhadap perlindungan kesehatan
masyarakat, kesehatan hewan, lingkungan, dan
penelitian serta untuk menciptakan sistem perizinan
yang lebih adil dan transparan, maka perlu dilakukan
penyesuaian aturan terkait penyelenggaraan perizinan
di Kabupaten Bangka;

bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi maka Peraturan Bupati Nomor
9 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Bangka perlu diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf

a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka;
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Mengingat :

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang
Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4033);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6877);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023
tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Iridonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun

2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1956);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021

tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 885);

12. Peraturan Bupati Bangka Nomor 9 Tahun 2022 tentang

Menetapkan :

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka
(Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 9 Tahun 2022
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka,

(Berita Daerah
berikut :

Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 9) diubah sebagai

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Jenis Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang didelegasikan
kepada Kepala DINPMP2KUKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran
[l dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran Il Peraturan Bupati Bangka Nomor 9 Tahun 2022
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bangka diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum
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dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal ...
Pj. BUPATI BANGKA,

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN ... NOMOR ...
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